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Menetapkan 

BUPATI BANYUMAS 

PERATUAAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR 40TAHUN 2007 

TENTANG 

TATA CARA PEIIGELOLAAN KEKAYAAN OESA 

OENGAN RAHM/ff TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUMAS, 

bahwa untuk melaksana~n ketenwan Pasal 16 Pe-aturan Menteri Oalam 
Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan K~yaan Desa 
perlu menetapkan Pe<aturan Bupati Banyumas tentang Tata cara 
PellQelolaan Ke~yaan Desa; 

I. Undang-undang Nomoc- 13 Tahun 1950 tentang Pembentu~n Daerah· 
Daerah Kabupaten Dalam Ungkungan Prol/insi Jawa Tengah; 

2. Undang·undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pe-aturan Dasar Pokok­
Pokok Agraria (t.embaran Negara Republik Indonesia Tahun I 960 Nomor 
104, Tambahan Lell'baran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) : 

3. Undang•Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah 
(t.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-~ng Nomor 8 Tahun 2005 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Peogganti Undang•Undang 
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang•Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, 
Tambahan t.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (t.embaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan 
t.embaran Negara Republik lndooesla Nomor 4587); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Pengelolaan Kwyaan oesa 
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 tahun 2006 Tentang 

Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Oaerah Kabupaten Banyumas 
Tahun 2006 Nomor 9 Serl e ) ; 

11:MU'I\JSKAN : 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN 
KEKAYMN DES-.. 



8A8 I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Perawran Bupati ini yang dlmaksod dengan : 

1. Pemerintah Daerah adalah Gubemur, Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unwr 
penyele,lggara Pemerintah oaerah. 

2. Gubemur adalah Gubernur Jawa Tengah. 

3. Bupati Adalah Bupati 8anyumas. 

4. Kecamatan adalah wilayah Kerja Carnal sebagai perangkat daerah kabupaten 
eanvumas. 

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memlliki batas-batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentlngan masyarakat setempat, 
berdasarkan asal-usul dan adat 1$tiadat SE!empat yang dlakul dan dihormatl dalam 
Sistem pemerlntahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerlntahan olell Pemerintah 
Desa dan Sadan Permusyawaratan Desa d,lam mengawr dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat be<dasarkan asal-usul dan adat istladat setempat yang diakul dan 
dlhormatl dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Pa-angkat Desa sebagai unwr penyelenggara 
Pemerintahan Desa. 

8. Sadan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga 
yang merupakan perwujudan demokrasl dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
sebagai unwr penyelenggara Pemerlntahan oesa. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sel3njutnya disebut APB Desa adalah rencana 
keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujul bersama olell 
pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan perawran desa. 

IO. Keputusan Kepala Desa adalah Kepuwsan yang dltetapkan oleh Kepala Desa yang 
berslfat menetapkan dalam rangka melakSanakan Peraturan Desa maupun peraturan 
Kepala Desa. 

11. Pengetolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, 
penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, perneflharaan, penghapusan, pemindah· 
tanganan, penatausahaan, penilaian, pemblnaan, pengawasan dan pengendalian. 

12. Kekayaan oesa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asll Desa, dibeli 
atau diperoleh at.as b4ban Anggaran Pendapatan OOn A,:>l;,nj~ DP.sa atau perolehan hak 
lainnya yang sah. 

13. Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan 
suksara/tillsara. 

14. Swadaya masyarakat adalah kemampuan darl waw kelompok masyarakat dengan 
kesadaran dan inisiatif sendirl mengadakan i<htiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka 
pendek maupun Jangka panjang yang dirasa<an dalam kelompok masyarakat itu. 

IS. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta 
mengandung unwr-unwr timbal balik yang be<slfat wkareta antara warga Desa dan 
atau antara warga Desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang 
insidentll maupun berkelangsungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama 
balk materll maupun spiritual. 

___ ..._. ............. -......................... ,_ 2 



16. lnventarisasi adatah kegtatan untuk melakukan pendataan, pencatatan <Ian pelapo,an 
hasil pendataan kekayaan mlllk Desa; 

17. Pereocanaan kebutuhan adatah kegiatan metumuskan rincian kebutuhan Kekayaan Desa 
untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah ada dengan keadaan yang sedang 
berjatan sebagal dasar melakukan tindakan yang akan datang; 

18. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Kekayaan Desa yang tic:lak dipergunakan dalam 
bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun 
guna serah dengan tidak mengubah status l<ekayaan Desa; 

19. Sewa adalah pemanfaatan Kekayaan oesa Oleh pihak lain dalam Jangka waktu tertentu 
dan menerima imbalan uang tunai; 

20. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Kekayaan Desa antar Pemerintah Desa 
dalam jangka waktu tertentu tanpa menenma imbalan dan setelah jangka waktu 
tersebut berakhir harus dlserahkan kembali kepada Pemerlntah Desa yang 
ber'"~ngkutan; 

21. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Kekayaan Desa oleh pihak lain dalam 
jangka waktu tertentu dalam rangka penirgkatan penerimaan Desa bukan pajak <Ian 
sumber pemblayaan &ainnya; 

22. Sangun guna serah adalah pemanfaatan Kekayaan Desa berupa tanah oleh pihak lain 
dengan cara mendirlkan bangunan dan/atau sarana berikut fasllltasnya, kemudian 
dklayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang tetah 
disepakati untuk selanjutnya dlserahkan l<embali tanah beserta bangunan dan/atau 
sarana berikut fasilitasnya setelah berakhimya Jangka waktu; 

23. Sangun serah guna adatah pemanfaatan Kekayaan Desa berupa tanah oleh pihak lain 
dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, <Ian setelah 
selesal pembangunannya diserahkan untul didayagunakan oleh pihak lain tersebut 
dalam jangka waktu tertentu yang disepakab; 

24. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barar>;J dari Pemerintah Desa kepada Pemerintah 
Desa lainnya, atau dart Pemerintah desa kepada Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah 
atau kepada plhak lain tanpa memperoleh penggantian; 

25. Pemindah tanganan adalah pengalihan kepemilikan kekayaan desa dengan cara dljual, 
dipertukari<an, dihibahkan atau disertakan S<bagai modal pemerintah. 

26. Penghapusan adalah tindakan menghapus kekayaan desa darl daftar barang dengan 
mene<bitkan surat keputusan Kepala Desa untuk membebaskan barang dan/atau 
peogejO!a barang darl tanggung jawab administrasi <Ian fisik atas barang yang berada 
dalam penguasaannya. 

27. Penjuatan adalah pengalihan kekayaan desa kepada pihak lain dengan menerima 
penggantian dalam bentuk uang. 

28. Tuk.ar--menukar aoaian peogalit\an kekayaan Clesa yang cmakukan antara pemerlntah 
Desa dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, antar pemerintah desa dengan 
pemerintah desa lainnya atau deogan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam 
bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang. 

29. Penyertaan modal pemerintah desa adalah pengalihan kekayaan yang tic:lak dipisahkan 
menjadi menjadi kekayaan yang dlplsahkan untuk dipemitungkan sebagai modal atau 
saham desa pada badan usaha milik desa, badan usaha milik daerah, atau badan hukum 
tainnya yang dimiliki oleh desa atau daerah. 

30. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputl pembukuan, inventarisaSi, <Ian 
pelaporan kekayaan desa sesuai dengan ketentuan yang beriaku. 

31. lnventarisaSi adatah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelapo,an 
haSil pendataan kekayaan desa. 

, _____ .._.,_,_..__.,., .. 
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32. Pe>ilaian adalah suatu proses kegiatan penelman yang selel<tif dldasart<an pada 
dlata/fakta yang objekUf dlan relevan de<lgan menggunakan metode/telmik tertentu 
untuk memperoleh nllal dari kekayaan desa lers<nlt. 

8A8 II 

JENI$ KEKAYAAN DESA 

(I) Jenis kekayaan Desa terdiri atas: 
a. Tanah Kas Desa; 
b. Pasar Desa; 
c. Pa~r Hewan; 
d. Tambatan Perahu; 
e. Bangunan Desa; 
f. Pelelangan Ikan yang dlkelola oleh oesa dan; 
g. lain•lain kel<ayaan milik Desa. 

(2) lain-lain kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) antara lain : 
a. 8arang yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa; 
b. Barang yang berasal dlari perolehan laimya dlan atau lembaga dlari pihak ketiga. 
c. 8arang yang dlperoleh dlari hibah/sumbangan atau yang sejenis; 
d. Barang yang dlperoleh sebagai pelaksanaan dlari perjanjlan/kootrak dlan lain•lain 

sesuai dengan peraturan l)ef\Jndang-un:langan yang beriaku. 
e. Hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah J<ab<Jpaten/Kota; 
f. Hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tklak mengikat; dlan 
g. Hasil kerjasama oosa. 

(!) Kel<ayaan desa sebagaimana dlmaksud dalan Pasal 2 menjadi milik oosa. 

(2) Kekayaan oosa sebagalmana dimaksud p«la ayat (!) dib<Jktikan dengan dokumen 
kepemitikan yang sah atas nama oosa. 

8A8 lll 

PENGELOIAAN 

Pasal4 

( 1) Pengelolaan kekayaan oosa dilaksanakan berdasarl<an asas fungsional, kepaStian 
hukum, keterbukaan, efiSienSi, akuntabilitas dan kepastian nilai. 

(2) Pengelolaan Kekayaan oesa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi: 
a. perencanaan kebutuhan dlan penganggaran; 
b. pengadaan; 
c. penggunaan; 
d. pemanfaatan; 
e. pe.ngamanan dan pemeliharaan; 
f. penilaian; 
g. pemlndlahtanganan; ·--------· .. 4 



h. penghapusan; 
i. penatausahaan; 
j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 

(3) Peogelolaan kel<ayaan desa haf\JS betdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan 
pendapatan desa. 

(4) Peogelolaan kekayaan desa set,agaimana dimaksud pada ayat (I) haf\JS mendapatkan 
persetujuan BPO. 

Pasal s 

Biava pengelolaan Kel<ayaan Desa dibebankan pada APB Desa. 

BAB IV 

PEJA8AT PENGELOlA r.EKAYAAN DESA 

Pasal 6 

(I) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Kekayaan Desa. 

(2) Pemegang kekuasaan pengelolaan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud ayat (I } 
mempunyaI-1ang: 
a. menetapkan kebijakan pengelolaan kekayaan desa; 
b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan 

bangunan; 
c. menetapkan kebijakan pengamanan kelayaan desa; 
d. mengaJukan usul pemindahtanganan kekayaan desa yang memerlukan persetujuan 

BPD; 
e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan kekayaan desa sesuai batas 

kewenangannya; 
f. menyetuJui usul pemanfaatan kekayaan desa selaln tanah dan/atau bangooan. 

(3) Sekretaris Desa sebagai pejabat pengelolaan kekayaan desa. 

(4) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang dan bertanggung 
jawab: 
a. menguf\Js dan menyimpan kekayaan desa; 
b. merencanakan keb<Jtuhan oengadaan kekavaan desa: 
c. merencanakan keootuhan pemeliharaa,vperawatan kel<ayaan desa; 
d. mengatur ~ksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan 

kekayaan desa yang telah disetuju1 oleh Kepala Desa dan mendapat iJin tertulis dari 
Bupati dan Gubennur; 

e. melakukan koordinaSi dalam pelaksanaan lnventarisasl kekayaan desa; 
f. melakukan pengawasan dan pengendallm atas pengelolaan kekayaan desa; 
g. melaporkan perkembangan data kekayaan desa. 



BASV 

PERENCANAAN KfBUTIJHAN DAN PENGANGGARAN 

Pasal 7 

(I) Pereocanaan kebutuhan kekayaan desa disusun dalam rencana kerja dan anggaran 
desa dengan memperhatikan keterse<llaan kekayaan desa yang ada. 

(2) Pereocanaan kebutuhan kekayaan desa sebagaimana dimai<S<J<I pada ayat (1) 
berpedoman pada standar barang, standar l<ebutuhan, dan standar harga. 

(3) Standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapl<an 
oleh Kepala Desa. 

BAS VI 

PENGADAAN 

Pasal 8 

(1) Pengadaan adalah setlap kegiatan untuk mendapatl<an kekayaan desa dengan cara 
pembellan. 

(2) Pembelian sebagalmana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

SASVll 

PENGGUNAAN 

Pasal 9 

(1) Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat pe,,gelola kekayaan desa 
dalam mengelola dan menatausahakan barang milik desa sesuai dengan tugas pokolt 
dan fungslnya. 

(2) Status penggunaan kekayaan desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 

Pasal 10 

(1) Penetapan status penggunaan kekayaan desa sebagalmana dimaksud dalam Pasal 9 
dilakukan dengan cara sekretarls desa mengusulkan penetapan status penggunaan 
kekayaan desa kepada Kepala Desa untuk di'.etapkan dengan keputusan kepala desa. 

(2) Penetapan status penggunaan kekavaan ~ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dalam rangka penyetenggaraan tugas t)oltok dan fungsl pemerintahan. 

,_,_ __ , ______ , ... BAB Vlll 

PEMANFAATAN 
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BagianPe11ama 

Jenis Pemanfaatan 

Pasal 11 

(I) Jenis Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa : 
a. sewa; 
b. pinjam pakai; 
c. kerjasama pemanfaatan; dan 
d. bangun serah guna dan bangun guna serah. 

(2) Pemanfaatan kel<ayaan desa sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) dikecualikan 
tanah e1an/atau oangunan c:natur lebih lanJut Clengan peraturdn deSc:1. 

Bagian Kedua 

Sewa 

Pasal 12 

(I) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa sewa sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 11 huruf 
a dilakukan atas pertimbangan : 
a. menguntungkan Desa; 
b. Jangka wal<tu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan JenlS kel<ayaan desa dan 

dapat dlperpanjang; 
c. penetapan tarlf sewa ditetapkan dengan ICeputusan Kepala Desa; 

(2) jangka wai<tu pemanfaatan kel<ayaan desa sebagalmana dlmaksud pada ayat (I) huruf b 
berupa tanah kas desa paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. 

(3) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan dengan surat perjanjian sewa 
menyewa, yang sekurang-kurangnya ~u<t : 
a. plhak-p!hak yang terikat dalam perjanjiarc 
b. obyek perjanjlan sewa menyewa; 
c. jangka waktu; 
d. hak dan kewajlban para pihak; 
e. penyelesalan persellSihan; 
f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force maJeure); dan 
g. peninjaUDn pcklks.'.>n.>;:,n J)Cr)Onji;:,n. 

Bagian Ketlga 

Pinjam Pakai 

Pasal 13 

(I) Pemanfaatan Kel<ayaan Desa berupa pinJarr pakal sebagalmana dimaksud dalam Pasal 
11 huruf b hanya dilakukan antara Pemerintah oesa dengan Pemerintah oesa. 

(2) Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (I) kecuali tanah dan bangunan. 

' ___ .............. --... .................... ,_ 
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(3) Penanfaatan kekayaan desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
dan Ayat (2) dllaksanakan setelah mendapat persetuJuan Kepala Oesa. 

(4) Jangka waktu pinjam pakai paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat dlpe,panjang. 

(5) Pinjam pakai dilakukan dengan surat perjanjian yang sekurang•kurangnya memuat : 
a. pihak-pihak yang terlkat dalam perjanjian; 
b. obyek perjanjian pinjam pakai; 
c. jangka waktu; 
d. hak dan kewajiban para pihak; 
e. penyelesaian perseliSihan; 
f. keadaan di luar kemampuan para pihak (fo«:e ma_;e,,re); dan 
g. peninjauan pelaksanaan perjanjlan. 

Baglan Keempat 

Kelja sama 

Pasat 14 

(I) Pemanfaatan Kel<ayaan Oesa berupa kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
huruf c dilakukan atas dasar: 
a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Kel<ayaan Desa; 
b. meningkatkan penerimaan/pendapatan Oesa; 

(2) Kerjasama pemanfaatan Kel<ayaan Oesa sebagaimana dlmaksud pada ayat (I) terlladap 
tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Desa. 

(3) kerjasama pemanfaatan Kekayaan Oesa dllaksanakan dengan ketentuan sebagai 
bertkut: 
a. tid.lk tersedla atau tid.lk cukup tersedla dana dalam APB oesa untuk -uhl 

biaya aperasiOnal/ pemeliharaan/pe<ball@n Kekayaan Oesa; 
b. pene!l!pan mltra kerjasama pemantaatan berdasarl<an musyarawah mufakat antara 

kepala Desa dan BPO; 
c. ditetapkan oleh Kepala Oesa setelah mendapat persetujuan BPO; 
d. tldak dlbolellkan menggadaikan/memindah tangankan kepada pihak lain atau 

memberikan hukum kepada Oesa; 
e. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tah,,n sesuai dengan jenls kekayaan desa dan 

dapat diperpanjang; 

(4) kerjasama pemanfaatan kel<ayaan desa dilakukan dengan surat perjanJian kerjasama 
sekurang-korangnya memuat: 
a. pihak•plhak yang tenkat dalam perjanjian; 
b. obyek perjanjian pinJam pakal; 
c. jangka waktu; 
d. hak dan kewajlban para pihak; 
e. penyelesatan perselisihan; 
f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force maJeure); dan 
g. penlnjauan pelaksanaan perjanjian. 

Bagian Kelima 

Bangun Serah Guna dan Bangun Guna Serah 

·-~--· ... --.......... _. ............... 8 



Pasal 15 

(I) Pemanfaatan Kekayaan Oesa berupa bangun se,ah guna dan bangun guna serah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal I l_huruf d dllakukan atas dasar: 
a. Pemerintah desa memerlukan bang,nan dan fasllitas bagl penyelenggaraan 

pemerintahan desa untuk kepentingan pelayanan umum. 
b. Tidak tersedia dana dalam AP8 Desa urtuk penyediaan bangunan dan fasilitas. 

(2) Pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dmaksoo pada ayat (1) dilaksanakan setelah 
mendapat persetujuan BPD dan ijin tertulis dari 8upatj dan ditetapkan dalam peraturan 
desa. 

(3) Jangka waktu pemanfaatan kekayaan desa berupa bangun setah guna dan bangun guna 
setah paling lama 20 tahun dan dapat diperpanJang se<elah terleblh dahulu di lakukan 
evaluasi oleh tim yang di bentuk kepala desa. 

(4) Hasll kajlan tlm sebagalmana dimaksud pada ayat 3 disampaikan kepada pemerintahan 
desa untuk di jadikan bahan pertimbangan. 

(5) Pemanfaatan kekayaan desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah 
dllakukan dengan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat : 
a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian; 
b. Objek perjanjian pinjam pakai; 
c. jangka waktu; 
d. bagi hasil usaha yang layak dan waJar; 
e. hak dan kewajlban para pihak; 
f. penyelesalan persellslhan; 
g. keadaan diluar kemampuan para pihak atau (force majeure) dan 
h. peninjauan pelaksanaan perjanJlan. 

Pasal 15 

(I) Hasil pemanfaatan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasat 12, Pasal 13, 
Pasal 14 dan Pasal 15 merupakan penerimaan Desa. 

(2) Penerimaan desa sebagalmana dimaksud pada ayat (I) wajib seluruhnya disetorkan 
pada rekening Desa/kas desa. 

BAB 0: 

PENGAMANAN DAN PEMEUHAAAAN 

Bagian Pertama 

Pengama,an 

Pasal 17 

(!) Kepala Desa wajib metakukan pengamanan kekayaan desa yang berada dalam 
penguasaannya. 

,_ ............ -... -... ..................... .__ 
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(2) Pengamanan kekayaan desa sebagaimana dimaks<J<I pada ayat (I) meliputl pengamanan 
administrasi, pengamanan fisik, dan peogam3nan hukum. 

Pasal 18 

(I) Kekayaan desa berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerlntah Desa yang 
be<sangkutan. 

(2) Kekayaan desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama 
Pemetintah Desa yang bersangkutan. 

Pasal I°~ 

Btlkti kepemilikan kekayaan desa wajib diSimpan dengan tertib d.an aman. 

Bagian Kedua 

Pemeliharaan 

Pasal i) 

(I) Pemeliharaan kekayaan desa berpedoman pada Dafitar Kebutuhan Pemeliharaan Barang 
(DKPB). 

(2) Biaya pemeliharaan kekayaan desa dlbebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa. 

BABX 

PENILAIAN 

Pasal 21 

(I) Penilaian kekayaan desa dllakukan dalam rangka mengetahui nilai aset desa. 

(2) Penetapan nilai kekayaan desa sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dllakukan dengan 
berpedoman peraturan perondang•undangan. 

l'asal ll. 

(I) Penilalan kekayaan desa berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan 
atau pemlndahtanganan dllakukan oleh tim yang dltetapkan oleh Kepala oesa, dan/atau 
kepala desa dapat melibatkan penilai independen yang dltetapkan oleh Kepala Desa. 

(2) Penilaian kekayaan desa sebagaimana dimaksud pooa ayat (I) dilaksanakan untuk 
mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah menggunakan NJOP. 

(3) Hasil penilaian kekayaan desa sebagaimana dlmaksud pooa ayat (1) dan ayat (2) 
dltetapkan oleh Kepala oesa. 
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BABXI 

PEM!NDAHTANGANAN 

Baglan Pertama 

Bentuk dan Pe-setujuan 

PasalZl 

Bentuk pemlndahranganan aras kekayaan desa meliputl: 
a. penjualan; 
b. tukar Menukar; 
C. hibah; 

Pasal 24 

(I) Pemlndahranganan kekayaan desa sebagailrana dlmaksud dalam Pasal 23 untuk: 
a. ranah dan/arau bangunan; 
b. selaln ranah dan/arau bangunan. 

(2) Pemindahranganan kekayaan desa befupa ranah dan/arau bangunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) huruf a tidak memerlukan persetujuan BPD apabila : 
a. harus dlhapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah dlsedlakan 

dalam dokumen penganggaran. 
b. dlkuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh 

kel<uaran hukum terap dan/atau berdasarkan ketenruan perundang·undangan, 

(3) Pemindahranganan kekayaan desa befupa tanah dan/atau bangunan sebagalmana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dlterapkan deogan kep<,tusan Kepala Desa setelah 
mendapat persetujuan BPD dan ljin tertuliS dari 8upatl dan Gubemur, apablla: 
a. sudah tldak sesual dengan tata ruang "ilayah atau penataan kora arau 
b. dlperuntukkan bagl kepentlngan umum. 

(◄) Pemlndahranganan kel<ayaan desa setaln ranah dan/arau bangunan sebagaimana 
dlmaksud pada ayat (1) huruf b yang bemilal leblh dari Rp. 5.000.000,00 (llma juta 
rupiah) dllakukan setelah mendapat persetujuan BPD. 

(5} Yang dimaksud harus dlhapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah 
disedlakan dalam dokumen penganggaran sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) huruf a 
adalah bangunan yang be<dirl di atas ranah tersebut untuk dlrobohkan yang setanjutnya 
didirlkan bangunan baru di atas tanah yang sama (rek.oMtn.iksl) o;;esual denQ,:1n ,:1.lokaisi 
anggaran yang telah dlsediakan dalam dokumen penganggaran. 

(6) Yang dlmaksud dikuasai negara berdasarkan kep,,tusan pengadllan yang telah 
memperoleh kekuaran hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang­
undangan, sebagalmana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah kekayaan desa yang 
dltetapkan sebagal pelaksanaan perunding-undangan karena adanya keputusan 
pengadllan atau penyltaan. 

(7) Yang dimaksu<I sudah tl<lak sesual dengan tata ruang wltayah atau penataan kota 
sebagalmana dlmaksud pada ayat (3) huruf a adalah lokasi tanah dan/atau bangunan 
millk desa <limaksud terjadl perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan wflayah, 
mlsalnya darl peruntukan wllayah pen;ant0<an menjadl wltayah perdagangan, 
Sedangkan tl<lak sesuai dengan penataan kota artinya atas tanah dan/atau bangunan ._ ..... ._ ............. __ ..,. ......... _, ... .. 
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milik desa dimaksud perlu dilakukan penyesuaian, yang berakibat pa(la perubahan luas 
tanah dan/atau bangunan tersebut. 

(8) Yang dimaksud diperuntukkan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf b adalah kegiatan yang menyangkut masyarakat luas, rakyat 
banyak/bersama, dan/atau kepentingan pembangunan. Kategorl bldang-bldang kegiatan 
yang termasuk unl\Jk kej)e'1tlngan umum antara lain : 
a. Jalan umum, jalan tol, rel kereta api, saluran air minum/air t:>ersih dan/atau saturan 

pembuangan air; 
b. Waduk, bendungan dan bangunan pengalran lainnya termasuk saluran lrigasi; 
c. Rumah saklt umum dan pusat-pusat ke,ehatan masyarakat; 
d. Pelabuhan atau bandar udara atau staslun kereta api atau terminal; 
e. Peribadatan; 
f. Pendidikan atau sekolah; 
g. Pasar umum; 
h. Fasllltc,:; ~111dkdf11on umum; 
i. Fasilitas keselamatan umum sepertl antara lain tanggul penanggulangan bahaya 

banjir, lahar dan lain-lain bencana; 
j . Pos dan telekomunikasl; 
k. Sarana olahraga; 
I. StaSiun penylaran radio, televiSi beserta sarana pendukungnya untuk lembaga 

penyiaran pubhk ; 
m. Kantor pemerlntah, pemerintah daerah, Pemerlntah Desa, perwakilan negara asing, 

Perserlkatan Bangsa-8angsa, lembaga internasional dibaWah naungan Perserlkatan 
Bangsa-Bangsa; 

n. Tentara Nasional Indonesia dan Kepollsian Negara Republik Indonesia sesuai 
dengan tugas pakok dan rungsinya ; 

o. Rumah susun sederhana; 
p. Tempat pembuangan sampah; 
q. cagar alam dan cagar budaya; 
r. Pertamanan; 
s. Panti soslal; 
t. Pembangklt, transmisl, distrlbusl tenaga listrik. 

Bagian Kedua 

Penjualan 

Pasal 2, 

(1) PenJuatan kekayaan csesa t>erupa tanah clan/<ttau Wn91,111,c111 \liklk~c:makdn deogan 
pertlmbangan : 
a. secara ekooomis lebih menguntungkan desa apabila dljual; 
b. untuk peningkatan pelayanan masyarakat di desa; 
c. untuk memenuhi keootuhan c>pera!ional Pemerlntah Desa sebagai akibat 

pengembangan organisasi; 
d. tanah dan/atau bangunan Pemerlntah Desa yang sudah tldak cocok lagi dengan 

perunl\Jkkan tanahnya, terialu semplt can bangunannya sudah tua sehingga tldak 
efektif lagi unl\Jk kepentingan dlnas; 

e. belum dimanfaatkan secara optimal dan 
f. menyatukan barang/kekayaan desa yang lokasinya te,pencar untuk memudahkan 

koordinasi dan dalam rangka eflslensi. 
g. dana unl\Jk keperiuan memenuhi kebut;han Pemerintah Desa tidak tersedia da1am 

APB Desa. 
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(2) Penjualan kekayaan desa selain tanah da,Vatau bangunan dilal<Sanakan dengan 
pertlmbangan : 
a. untuk optimalisasi kekayaan desa; dan 
b. sebagal pelal<Sanaan ketentuan perundang•undangan yang berlaku. 

Pasal 25 

(I) Pelal<Sanaan penjualan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, 
pemerintah desa membentuk panitia penal<sir dengan keputusan Kepala Desa. 

(2) Panitla penakslr sebagalmana dimakSud pada ayat (1), keanggotaan berasal clan unsur 
Pernerintah Desa, Lernbaga Desa dan Tokoh Masyarakat yang jumlahnya disesuaikan 
dengan kebutuhan. 

(3) Kompo~~i panltia penaksir sebagaimana dimal<$ud ~d~ ~yat ( 1) terdiri atas : 
a. unsur Pernerintah Desa maksimal 20 % ; 
b. unsur Lembaga Desa makslmal 40 % dan 
c. tol<oh Masyarakat Desa Maksimal 40 %. 

(4) Tugas panitia penaksir sebagaimana dlmaksud pada ayat (I) adalah: 
a. meneliti bukti penguasaan atas kekayarn desa llerupa tanah clan/atau bangunan 

atau selain tanah da,Vatau bangunan yang akan dijual serta meneliti AdministraSi 
calon tanah penggantinya{atau penukamya. 

b, rnenetiti kenyataan lokaSi clan keaclaan lirgkungan tanah dan/atau bangunan ditinjau 
dan aspek soslal, ekonomi, budaya dan kepentingan Pernerintahan Desa. 

c. memberikan penjelaSan atau lntormasi tepada masyarakat mengenal rencana dan 
tujuan penjualan kekayaan desa melalui tatap muka agar dapat dlketahui oleh 
seluruh masyarakat. 

d. mengadakan musyawarah dalam rangka penetapan bentuk dan/atau besamya gant\ 
rugl. 

e. menellti bonafKlitas dan IOyalitas calon pihak ketiga. 
f. mernbuat Berita Acara Penaksiran. 
g. mernberikan saran pertimbangan kepada Kepala Desa balk dimlnta maupun tidak 

terhadap hal•hal yang llerkaitan clengan ~•lal<Sanaan penjualan kekayaan desa. 

Pasal 27 

(I) Perhitungan penal<siran nilai gantl rugl berupa tanah harus menguntungkan Pemenntah 
Desa dengan memperhatikan harga pasar setempat dan atau Nilai Jual Obyel( Pajak 
(NJOP), 

(2) Pemitungan perkiraan nilal bangunan dltaksir berdasal1<an nilai bangunan pada saat 
pelal<Sanaan penakslran dan haSilnya dikurangi dengan nilai susut bangunan yang 
dlperhltungkan Jumlah umur bangunan dikalikan dengan 
a, 2 % untuk bangunan permanent. 
b. 4 % untuk bangunan semi permanent. 
c. 10 % untuk bangunan yang darurat. 

Oengan ketentuan maksimal susutnya sebesar 80 % dari nilal takslran. 

Pasal 23 

Perlggunaan uang ganti rugi penJualan kekayaan desa berupa tanah da,Vatau bangunan 
dlatur sebagal berikut : 
a. untuk penga<J.ian tanah pengganti minimal 9lrlilai dengan tanah yang dilepas. 
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b. Untuk penunjang kegiatan penyelengga·aan pemerintahan, pembangunan dan 
pembinaan kemasyarakatan desa. 

c. Untuk biaya honorarium Panltia, t,laya admirtistrasi dan operasional Panitia sebesar ◄ % 
( em pat per seratus ) dari hasll penerimaan hasll ganti rugi. 

Pasal 29 

( 1) Pembelian/pengadaan tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Hu rut a 
dilakukan oleh Panitia Penakslr. 

(2) Pembelian/pengadaan tanah pengganti seba;ialmana dimaksud pada ayat (1) leblh baik 
produktifitasnya dan berlokasi di desa setempat dan dicatat dalam daftar lnventaris 
Kekayaan desa. 

Pasal30 

(I) Prosedur/Tata cara pelaksanaan Penjualan kekayaan desa berupa tanah dan/atau 
bangunan set,agaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (!) dllakukan dengan ketentuan 
sebagal berikut : 
a. Sel<retaris Desa mengajukan usul penjualan tanah dan/atau bangunan kepada 

kepala desa berdasarkan perencanaan desa dan/atau aclanya permohonan dari 
Pihak Ketiga; 

b. Atas usul pen)ualan tanah dantatau bangunan sebagaimana dimakSUd huruf a 
kepala desa membentuk Ttm PenakSir dengan kel)<Jtusan kepala desa yang tugas 
pokok dan fungslnya sebagaimana dimal<sud dalam pasal 26 ayat (4). 

c. Kepala Desa bersama Panltia Penaksir mengaclakan musvawarah desa bersama 
Lembaga Desa, TokOh Masyarakat untuk membahas rencana Penjualan Kekayaan 
Desa dan hasil musyawarah tersebut sebagai bahan dalam penyusunan Rancangan 
Keputusan Kepala Desa. 

d. Kepala Desa mengajukan permohonan persetujuan rancangan keputusan kepala 
desa tentang penJualan tanah dan/atau bangunan desa yang memuat ( Pihak yang 
akan menerima PenJualan/pelepasan, Luas, Kelas, Persll atau data tanah yang akan 
dijual, Nilai Penaksiran/besaran ganti ru~i, rencana pengunaan dan persyaratan lain 
yang dianggap periu J kepada BPD. 

e. Atas permohonan sebagalmana dimaksud huruf d, BPO melakukan pembahasan, 
apabila menyetujul temadap rancangan keputusan kepala desa maka dltuangkan 
dalam Keputusan BPD tentang Persetujuan Rancangan Keputusan Kepala Desa dan 
selanjutnya kepala desa mengajukan permohonan ijin pelakSanaan pen)ualan atas 
tanah dan{atau bangunan desa kepada Bupati Banyumas le>vat camat, dengan 
dilampiri ; 
!. Kep<rtusan Kepala Desa tentang pembentukan Panitia Penakslran harga atas 

tanah dan/atau bangunan desa. 
2. Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang penJualan Atas Tanah dan{atau 

bangunan Desa. 
3. 8erita acara musyawarah BPD tentang pembahasan Rancangan Keputusan 

Kepala Desa tentang pen)ualan Tanah dan{atau bangunan Desa. 
4. Rekomendasl Badan Permusyawaratan desa tentang Persetu)uan Rancangan 

Kep<rtusan Desa tentang Penjualan Tanah dan/atau bangunan desa. 
5. Daftar inventarlsasl tanah kas desa. 
6. Turunan Letter C dan{atau Foto Copy Sertlfikat Tanah/SPPT tanah kas desa 

yang mau dijual maupun calon tan,h penggantinya. 
7. Gambar Lol<asl Tanah kas desa dan calon tanah penggantinya. 
8. Gambar Situasl Tanah kas desa dan calon tanah penggantinya. 
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9. Berita Aeara Kesei,akatan atau persetujuan Warga terha<lap Pelepasan Tanah 
<lan/atau bangunan desa. 

10. Surat Penyataan Kepala Desa Tentang Status Tanah Kas Desa dan Calon 
Tanah Pengantl. 

f. Sebelum memberikan rekomendasi atas permohonan desa, Camat menellti 
administrasi/berkas, pengecekan lol<asi temadap permohonan desa te<sebut <Ian 
memfasilitasi seperlunya, kemudian meneruskan permohOnan kepala deSa kepa<la 
Bupati dengan dlsertal rekomendasi atas permohonan tersebut. 

g. Dalam rangka pemberlan persetujuan ijin penjualan t;,nah dan/atau bangunan 
desa, Bupati melalui nm Verifikasl Tanah Kas Desa melakukan pengecekan dan 
penelitian temadap permohonan tersebut. 

h. Setelah diadakan pengecekan sebagaimana dimaksud huruf g dan memenuhi 
segala persyaratan secara administrasi maka untuk selanjutnya Bupati mengajukan 
permohOnan iJin pelaksanaan penjualan atas tanah <lan/atau bangunan desa 
kepada Gubernur, dengan dlsertai rekomendasi persetujuan bupati <Ian dilampiri 
per.;yaratan sebagaimana dlmaksud huruf f. 

I. Setelah mendapat persetujuan gubernur, rancangan keputusan Kepala Desa 
ditetapkan menjadi keputusan kepala desa. 

J. Pelaksanaan pembayaran gantl rugl dilakukan setelah keputusan kepala desa 
tentang penjualan l<lnah dan/atau bangunan desa ditetapkan dan dananya 
langsung dlsetorkan ke Kas Desa sebagai sumber pendapatan desa yang 
penggunaan ganti ruglnya dengan mekanisme APB Desa dengan berpedoman 
pada kep<rtusan kepala Desa tentang Penjualan Tanah dan/atau bangunan Desa. 

k. Meiaportcan Seluruh proses pelaksanaah pelepasan tanah kas desa dan haSllnya 
kepada Bupati selambat-lambatnya 3 bulan setelah ditetapkanya keputusan Kepala 
Desa. 

(2) Pelaksanaan serah terima barang yang dllepas dan barang penggantl harus dltuangkan 
<lalam berlta acara serah terima barang. 

Baglan Ketiga 

Tokar menukar 

Pasal 31 

(I) Tukar menukar kekayaan desa dilaksanakan dengan pertlmbangan: 
a. untuk optimalisasi kekayaan desa; 
b. untuk mernenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa sebagai akibat 

peogembangan organisasi; <Ian 
c. tanah <lan/atau bangunan Pemerintah Desa sudah tidak cocok lagi dengan 

perunrukkan, l<lnah dan bangunannya ti<lak efektif lagi unruk kepentingan dinas. 

(2) Tukar menukar kekayaan desa dapat dilakukan : 
a. Pemerinl<lh Desa dengan Pemerintah Pusat ; 
b. Pemerintah Desa dengan Pemerintah Oaerah; 
c. Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa ; 
d. Pemerintah Desa de119an Badan Usaha Milik Negara/Oaerah Atau Sadan Hukum 

Milik Pemerintah lalnnya; 
e. Pemerintah Desa dengan swasta/perorangan. 
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Pasal 3l 

(I) Tukar menukar kekayaan desa dapat berupa: 
a. tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas 

pokok dan fungsi pemerintahan desa tetapl tidak sesoai dengan tatl ruang wilayah 
atau penataan kota; 

b. kekayaan desa selain tanah dan/atau bangunan. 

(2) Penetapan kel<ayaan desa berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukal1<an 
sebagaimana dlmaksud pada ayat (I) huruf a dllakukan oleh Kepala oesa. 

(3) Tata cara pelaksanaan tukar menukar sebagaimana dimakSud pada ayat (I) 
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berl<ut : 
a. Pihak Ketiga mengajukan permohoniln tukar menukar ditujukan kepacla Kepala 

Desa dengan tembusan BPD dengan dilampiri : 
1 Af\rlhila Pemohon orang perseoranoan di sertakan pula : 

a). F«o Copy KT1' pemohon. 
b). F«o Copy Sertifikat atau i<,,terangan Kepemllikan Tanah dari Pejabat 

yang berwenang atas penguasaan tanah penukamya. 
c). Pernyataan Kesanggupan bermeterei cukup bagi pemohon untuk 

menanggung segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan pelepasan hak 
atas tanah kas desa. 

2 Apablla Pemohon berbadan hukum dlsertakan pula : 
a). F«o Copy Surat ljin Usaha Perdagangan ( SIUP ). 
b ). F«o Copy Akte Pendirian Bad,n Usaha. 
c). F«o Copy Sertifikat atau Ktterangan Kepemilikan Tanah dari Pejabat 

yang berwenang atas penguasaan tanah penukarnya. 
d). Pemyataan Kesangupan bermeterei cukup bagi pemol1oo untuk 

menanggung segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tukar menukar 
atas tanah kas desa 

b. Sel<retaris Desa mengajukan usu! tukar menukar tanah dan/atau bangunan kepada 
kepala desa berdasarkan perencanaan desa. 

c. Atas usul tukar menukar tanah dan/atau bangunan sebagalmana dlmaksud huruf a 
dan/atau b kepala desa membentuk Tim Penaksir dengan keputusan kepala desa 
yang tugas pokok dan fungsinya sebag~mana dimaksud dalam pasal 26 ayat (4). 

d. Kepala Desa bersama Panltia Penaksir mengadakan musyawarah desa bersama 
Lembaga Desa, Tokoh Masyarakat untuk mernbahas rencana tukar menukar 
Kekayaan Desa dan hasil musyawarah tersebut sebagal bahan dalam oonvusunan 
Rancangan Keputusan Kepala Desa. 

e. Kepala Desa mengajukan permohonan persetujuan rancangan keputusan kepala 
desa tentang tukar menukar tanah dan/atau bangunan desa yang memuat ( Pihak 
yang akan menerlma tukar menukar, Luas, Kelas, Persil atau data tanah yang akan 
ditukar, Nilai Penaksiran, dan persyaratan lain yang dianggap perlu ) kepada BPD. 

f. Atas permohonan sebagaimana dlmaksud huruf e, BPD melakukan pembahasan, 
apabila menyetujui terhadap rancangan keputusan kepala desa maka dituangkan 
dalam Keputusan BPD tentang Pefsetujuan Rancangan Keputusan Kepala Desa dan 
selanjutnya kepala desa mengajukan permohonan ijin pelaksanaan tukar menukar 
atas tanah dan/atau bangunan desa kepada Bupati Banyumas lewat camat, 
dengan di lampiri : ·-............ ____ .. .,,,. ...... _ ... , ... 
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1 K"l)tltusan Kepala Desa teotang pembeotukan Panitia Penaksira11 harga atas 
tanah kas desa. 

2 Rancangan Keputusan kepala Desa teotang Tukar Meoukar Hak Atas Tanah 
dan/atau bangunan Desa. 

3 llerita acara musyawarah BPO tentang pembahasan Rancanga11 K"l)tltusan 
Kepala Desa tentang Tukar Menukar Tanah dan/atau bangunan Desa. 

◄ Rekomendasi Badan Permusyawaratan desa tentang Persetujuan Rancangan 
Keputusan Kepala Desa teotang Tukar Menukar Tanah danjatau bangunan 
desa. 

5 Daftar imr<!ntarlsasl tanah kas desa. 
6 Turunan Letter C dan/atau Foto COpy Sertifikat Tanah/SPPT tanah kas desa 

yang mau dltukar maupun tanah peoukamya. 
7 Gambar Lokasl Tanah tanah kas desa yang mau dltukar maupun tanah 

penukamya 
8 Gambar Situasi Tanah kas desa yang mau di tukar maupun tanah penukamya 
9 Henta Acara Kesepakatan atau persetuJuan Warga terhadap tukar mern.Jkcir 

Tanah kas desa. 
10 Surat Pemyataan Kepala Desa Tentang Status Tanah Kas Desa dan ca1on 

Tanah PeoganU. 
11 Surat Pemyataan Kesanggupan bem1eterei cukup bagi pemohon untuk 

menanggung segala biaya yang Umbul akJbat pelaksanaan tukar meoukar atas 
tanah kas desa. 

g . Sebelum memberikan rel<omendasl atas permohonan desa, camat menelttl 
administrasi/beri<as, peogecel<an lol<asi terhadap permohonan desa tersebut dan 
memfasilitasi seperlunya, kemudlan -,e,uskan permohonan kepala desa kepada 
Bupati dengan disertai rel<omendasi atas permohonan tersebut. 

h, Dalam rangka pembe<'ian persetujuan ljln Tukar meoukar tanah kas desa, Bupati 
melalui 11m Verifikasi Tanah Kas Desa melakukan pengecekan dan penelitian 
terhadap permohonan tersebut. 

I. Apabila setelah dllakukan pengecel<an dan penelitian sebagaimana dimaksud huruf 
h telah memenuhi persyaratan, untuk !elanjutnya &lpati mengajukan permohonan 
ljin pelaksanaan tukar meoukar hak atas tanah dan/atau bangunan desa kepada 
Gubemur, deogan diserta rekomeodasl bupati dan dilampiri persyaratan 
sebagalmana dlmaksud huruf f. 

j . Setelah mendapat persetujuan gubemur, rancangan keputusan Kepala Oesa 
ditetapkan meojadi keputusan kepala desa dan untuk Selanjutnya kepala desa 
melaksanakan tukar meoukar tanah kas desa atau bangunan yang akan <litukar. 

k. ~k~naan htkar meoukar dlsvaratkan LOkasl calon tanah penukar satu desa 
sedangkan luasan, kualitas dan produktivltasnya senllal serta pemerintah desa 
meodapatkan kompeosasi dari proses tukar meoukar tersebut. 

I. Melaparkan seluruh proses pelaksanaan tukar meoukar tanah kas desa dan 
hasilnya kepada Bupatl selambat-lambatnya 3 bulan dttetapkannya k"l)tltusan 
Kepala Desa. 
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Bagian Keempat 

Hibah 

Pasal33 

(I) Hi bah kekayaan desa dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan SOSial, 
keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan. 

(2) Hibah seoagalmana dimaksud pada ayat (I), harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
a. bukan merupakan barang rahaSia negara; 
b. bukan merupakan barang yang menguasal hajat hidup orang banyak; 
c. tldak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pol<ok dan fungsi dan 

penyelenggaraan pemerintahan. 

Pasal 34 

(I) Hibah kekayaan desa sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilaksanakan 
de<lgan ketentuan sebagai berikut: 
a. Sek.retar!s desa mengajukan usulan hibah kepada Kepala Desa disertai 

alasan/pertimbangan dan kelengkapan data ; 
b. Kepaia Desa menellti dan mengkaji berdasarkan pertlmbangan dan syarat 

sebagalmana dimaksud dalam Pasal 33; 
c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Kepala Desa dapat 

mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya; 
d. Selcretaris Desa melaksanakan hlbah dmgan betpedoman pada persetujuan Kepala 

Desa; 
e. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita 

acara serah terlma barang. 

(2) Hibah sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) huM a dilaksanakan setelah mendapat 
persetujuan 8PD dan Keputusan Kepala Desa. 

8A8 XII 

PENYERTAAN MODAL PEMERJNTAH DESA 

Pasal 35 

(1) Penvettaan modal pemerintah desa atas kekaYaan desa dilakukan daiam rangka 
pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja badan usaha mllik Desa atau badan 
hukum lalnnya yang dlmiliki oesa. 

(2) Penyertaan modal pemerintah desa set,agaimana dlmaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan pertimbangan sebagal berlkut: 
a. Kekayaan desa yang dari awal pengadaaannya sesuai dokumen penganggaran 

dlperuntukkan bagi badan usaha milik desa atau badan hukum lainnya yang dimilikl 
Desa dalam rangka penugasan pemerintah; atau 

b. Kekayaan desa lebih optimal apabila dikelola oleh badan usaha milik desa atau 
badan hukum lainnya yang dimilikl desa baik yang sudah ada mauJ)<Jn yang akan 
dlbentuk . 

............ , ........ _ . .., _________ .. ,_ 
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Pasal 36 

(I) Penyertaan modal pemerintah desa atas kekayaan desa <la pat berupa : 
a. tanah dan/atau bangunan yang dart awal pengadaaannya direncanakan untuk 

diseftakan sebagai modal pemerintah d<!sa sesual yang tercantum dalam ookumen 
penganggaran; 

b. kekayaan desa selaln tanah dan/atau b.ngunan. 

(2) Penetapan kekayaan desa berupa tanah dan/atau bangunan yang akan diseftakan 
sebagai modal pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a dilakukan 
oleh kepala desa sesual batas kewenangannya setelah mendapat persetujuan dari BPO. 

Pasal 31 

Penyertaan modal pemerintah desa atas kekayaan desa sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 
36 ayat (I) huruf a dilaksanakan <lengan ketentuan sebagai berikut: 
a. 5ekretaris desa mengajukan usu! penyertaan modal pemerintah atas tanah dan/atau 

bangunan kepada kepala desa disertai densan alasan/pertimbangan, dan keleogkapan 
data; 

b. Kepala desa meneliti dan mengkaji berdasarl<an pertlmbangan dan syarat sebagalmana 
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) ; 

c. Apabila mernenuhi syarat sesuai peratu-an yang beriaku, kepala desa dapat 
mempertimbangkan untuk menetapkan dan/atau menyetujui tanah <lan/atau bangunan 
yang akan disertakan sebagal modal pemerintah desa; 

d. Proses persetuJuan penyertaan modal pemerintah desa dil.'lksanakan dengan 
berpedoman pada ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2); 

e. Kepala Desa men)'lapkan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Penyertaan Modal 
Pemetlntah Desa kepada BPD untuk dltetap~.an; 

f. 5ekretaris desa melakukan serah terima barar1g kepada badan usaha milik desa atau 
badan hukum 1a1nnya mllik desa yang dltuangkan dalam berlta acara serah terlma 
barang setelah Keputusan Kepala Desa ditet2pkan. 

BAB XIII 

PENGHAPI.ISAN 

Pasal :i3 

(I) Penghapusan kekayaan desa dari oaftar kekayaan desa, dilakukan dalam hai kekayaan 
<I~ dlma~ sudah beralih kQPQmUl~nnya, terjadl pemusnahan dan l<arena sebab­
sebab lainnya. 

(2) Yang dimaksud beralih kepemilikan dan SEbab-sebab lainnya sebagalmana dimaksud 
ayat (I) lolrena kekayaan desa dimaksud telah terjadi pemlndahtanganan atau dalam 
rangka melaksanakan putusan pengadllan yang tefah mernperoleh kekuatan hukom 
tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lairnya sedangkan sebatrsebab lalnnya anlara 
lain adalah karena hilang, kerurian, terbakar, susut. 

(3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ;yat (I) dilakukan oleh Kepala Desa dengan 
menertlbkan Keputusan Penghapusan. 
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Pasal 39 

(1) Penghapusan kekayaan desa dari daftar kel<llyaan Desa sebagaimana dimaks<J<I dalam 
Pasal 38 ayat (I) dengan tindaklanjut pem,snahan dilakukan apabila kelcayaan desa 
dimaksoo Tldak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatl<an dan tidak memiliki 
ekonomis. 

(2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ay,,t (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Desa. 

(3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dlmaks<J<I pada ayat (2) dituangkan dalam 
berita acara dan dilaporkan kepada Kepala Desa. 

BAB XIV 

PfNATAUSAHAAN 

Bagian Pe<1ama 

Pemookuan 

Pasal 40 

Sekretarls Desa melakukan pendaftaran dan pencatatan kekayaan millk desa ke dalam Daftar 
Sarang menurut pengg<)longan dan koclifikasi barang. 

Bagian l<edua 

Inventarisasi 

Pasal 41 

(!) Sekretaris desa melakukan inventarisasi/seisus kelcayaan desa sekurang-l<urangnya 
sel<all dalam lima tahun. 

(2) Sekretaris Desa menyampaikan laPQran hasil inventarisasl/sensus sebagaimana 
dimaks<J<I pada ayat (1) kepada kepala desa selambat•lambatnya tiga bulan setelah 
selesainya keglatan inventarisasvsensus. 

Bagian Ketiga 

Pasal 42 

(I) Sekretaris desa menyusun Laporan Barang Semesteran (LBS) dan LaPQran Sarang 
Tahunan (LBT) untuk disampalkan kepada Kepala Desa. 
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(2) Kepala Desa menyampaikan Laporan kekayaan desa berupa tanah dan/atau bangunan 
semesteran dan tahunan kepada Bupati melalui camat ootlap akhlr tahun anggaran atau 
sewaktu•waktu apabila diperlukan. 

(3) Laporan haSil pengelolaan kekayaan desa sebagalmana dimaksud pada ayat (2) 
merupakan baglan dari laporan pertanggungiawaban. 

BAB XV 

PEM8!NAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal43 

(1) Bupati melakuk.an pembinc,13n dan pengawasan ~laan Kekayaan ~. 

(2) Bupati melakukan pengawasan pengelolaan kekayaan desa metatui aud~ yang dilakukan 
oteh Pengawas Internal. 

BAB X\/1 

KETENTUAN PERAllHAN 

Pasal 44 

(I) 8arang mmk desa yang telah ada sebelun berlakunya Perawran Bupati ini waJlb 
dilakukan inve<1tarlsasl dan dlselesaikan dol<umen kepelnilikannya. 

(2) Biaya yang timbul sebagai akibat petaksanaan ketentuah sebagaimaha dimaksud pada 
ayat (I) di bebankan pada APB Desa. 

Pasal 45 

Proses pemindahtililganan kekayaan desa ( Penjualan atau Tukar menukar ) yang 
permohonan IJlnilya telah diajukan oleh pemerintah desa kepada bupati sebelum 
ditetapkanya Pe<aturan Bupati ini, maka proses pemindahtanganan dapat dilanjutkan sesuai 
dengan Pe<aturan Bupatl lni. 

BAB XVII 

KrnNTUAN PENUTUP 

Pasal 46 

Dengan berlakunya peraturan ini maka semua kelentuan yang mengatur mengenai Kekayaan 
Desa dan kekenwan-ketentuan lain yang bertent.ngan dengan peraturan ini dinyatakan tidal. 
berlaku. 
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Pasal 47 

Semua ketentuan yang mengatur me,,genai kekayaan desa wajib menyesuaikan dengan 
berpedoman pada Peraturan Bupati Bany:umas ini pallng lambat I (satu) tatiun, seJak 
dltelapkanya Peraturan ini. 

Pasal 48 

Peraturan Bupati ini mulai ber1aku pada tanggal dundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Ini dengan 
penempatannya dalam Berita 0aE!4'ah Kabupaten Eanyumas. 

Oionda~skan di Pc1~~YOk:e;·to 
P•d• Tan91al .... [I, .§ .. SEP -2007-

SEKRtTARIS ruf.'RA~ KA8UPATEN 
Al/YUMAS 

·-~ ................. _.. ............. -... , .. 


